WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 9
TAHUN 2014 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan
ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang
kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan;

b. bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik
terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami
penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan
penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak
keberbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering
terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan
menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya
ruang yang tersedia untuk interaksi sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka
Hijau Kota Banjarmasin;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3274);
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3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Negara Nomor 5058);

rx 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5587 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang — Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang
Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4242);

e 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 156);
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13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 9

o TAHUN 2014 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU KOTA

BANJARMASIN.
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9
Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 9) diubah, sehingga
keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 8
berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

(1) RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan
dalam rencana Tata Ruang.

(2) Tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik meliputi :
a. perencanaan,
b. pengadaan lahan;
c. perancangan teknik;
d. pelaksaaanaaaan RTH;dan
e. pemanfaatan dan pemeliharaan.

(3) Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh
masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan

perijinan pembangunan.

(4) Pengadaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara bertahap dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

JDIH Bagian Hukum Kota Banjarmasin



2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah , sehingga keseluruhan Pasal 16
berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

(1) Perubahan ruang RTH Publik hanya dapat dilakukan dengan
melakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah.

(2) Perubahan ruang RTH Publik harus memenuhi salah satu syarat,
yaitu:
a. Tersedianya area/lahan pengganti yang seimbang luasan dan
peruntukkannya;
b. Kondisi alam yang mengharuskan adanya pembangunan untuk
kepentingan publik yang menjaga/menyangga keserasian fungsi
- lingkungan;

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi
sebagai berikut :

“Pasal 19

Setiap badan usaha yang berkegiatan sebagai pengembang kawasan atau
pengelola kawasan yang membiarkan RTH nya dalam keadaan
terbengkalai tanpa pemeliharaan dapat dikenakan sanksi administratif
berupa teguran secara langsung, tertulis dan dalam hal tidak mendapat
tanggapan dari pihak yang bersangkutan maka Walikota dapat mencabut
Izin usahanya.

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan
Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 24
(1) Setiap orang atau badan yang secara sengaja melanggar ketentuan Pasal
20 ayat (1 ) dan ayat ( 2 ) dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana
kurungan minimal 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah , sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi
sebagai berikut :
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Pasal 25

Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terhadap
pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai
ketentuan Perundang-Undangan lainnya.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 3 Januari 2017

WALIKOTA BANJARMASIN, A

4#113 SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal, 4 Januari 2017

#SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

A

H. HAMLI KURSANI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (55/2017)
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